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Abstrak 
 

Keberadaan DKPP diharapkan dapat mencegah semaksimal mungkin praktik penyelenggaraan pemilu 
yang menyimpang dari nilai-nilai demokrasi. Pemilu yang bebas dan adil adalah tanggung jawab kita 
semua, khususnya penyelenggara pemilu, oleh karena itu dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya, 
DKPP tidak segan-segan untuk mengingatkan bahkan memberhentikan anggota KPU dan Bawaslu 
yang jika dalam pemilihan umum proses, terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 
dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia, untuk mengetahui pelaksanaan keputusan Dewan 
Kehormatan Penyelenggara Pemilu atas pelanggaran etika penyelenggaraan pemilu, dan untuk 
mengetahui kepastian hukum pelaksanaan pemilu. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara 
Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 1) Kewenangan 
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia adalah 
menerima pengaduan yang diajukan oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, 
Masyarakat dan/atau Pemilih. . Dengan demikian, DKPP berwenang memanggil pelapor/pesaing, 
saksi, dan/atau pihak terkait lainnya untuk dimintai keterangan, termasuk meminta dokumen dan bukti 
lain terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. 2) Dalam menjalankan putusannya, 
DKPP dapat mengenakan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau 
pemberhentian tetap. 3) Kepastian hukum atas putusan Majelis Kehormatan Penyelenggara Pemilu 
pada awalnya bersifat final dan mengikat, namun telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, final 
artinya tidak ada upaya hukum lain atau upaya hukum lanjutan setelah berlakunya DKPP keputusan 
sejak ditetapkan dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka DKPP terbuka untuk umum. 
 
Kata kunci: Kepastian hukum, dkpp, pemberhentian anggota penyelenggara pemilu. 
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1. PENDAHULUAN 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab I Pasal 1 ayat (2) 

menyebutkan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 
Undang-Undang Dasar. Kedaulatan rakyat berarti bahwa kekuasaan untuk mengatur 
pemerintahan negara ada pada rakyat, rakyat yang berdaulat dan berkuasa untuk 
menentukan cara ia harus diperintah. Salah satu motor penggerak mekanisme kedaulatan 
rakyat dalam suatu negara yang berdaulat disebut pemilihan umum.  

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya 
disingkat UUD 1945 dalam Pasal 22E ayat (2) menyebutkan bahwa “Pemilihan Umum 
diselenggarakan Untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Hal ini 
menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang melaksanakan pemilihan 
umum dalam rangka memilih pejabat publik untuk menduduki jabatan tertentu baik eksekutif 
maupun legislatif. 

Penyelenggaraan pemilu yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan 
kedaulatan rakyat dalam pemerintah negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan 
Undang Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatan kualitas 
penyelenggaraan pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, 
dan akuntabilitas sehingga dibentuklah Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum sebagai penyederhanaan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 
tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Salah satu aspek penentu demokratis-tidaknya suatu Pemilu adalah adanya badan atau 
lembaga penyelenggara Pemilu. Standar internasional menyatakan, bahwa lembaga 
penyelenggara Pemilu harus melakukan semua kegiatan Pemilu secara independen, 
transparan, dan tidak berpihak. Dalam menjalankan fungsinya lembaga itu harus taat asas, 
terukur dan berpijak pada peraturan. Lembaga penyelenggara Pemilu harus mengedepankan 
profesionalisme, bekerja efektif dan efesien, dan mengambil keputusan cepat dan tepat. 
Kredibilitas lembaga penyelenggara Pemilu ditentukan oleh keyakinan publik atas apa yang 
mereka kerjakan sejak tahap pertama Pemilu (pendaftaran pemilih) hingga tahap akhir 
(pelantikan calon terpilih). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut, dalam penyelenggaraan 
pemilu terdapat 3 (tiga) fungsi yang saling berkaitan dengan institusionalisasikan dalam 3 
(tiga) kelembagaan, yaitu KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 
(DKPP). Khususnya mengenai DKPP yang menjadi salah satu sorotan dalam penelitian ini 
diatur pada Bab III Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan 
bahwa: 
DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan 
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota 
KPU Kabupaten/Kota,anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu 
Kabupaten/Kota. 

Keberadaan Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu bukanlah hal baru karena 
sebelumnya sudah ada yang namanya Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK 
KPU) sejak 2008. Namun, wewenangnya tidak begitu kuat, lembaga ini hanya difungsikan 
memanggil, memeriksa dan menyidangkan hingga memberikan rekomendasi kepada KPU 
yang bersifat Ad Hoc. Institusi ini dibentuk dan diberikan kewenangan memberikan keputusan 
final dan mengikat, sehingga penyelenggara pemilu yang diberikan sanksi tidak dapat 
membuat upaya hukum lain selain menerima.  

Diantara tugas DKPP adalah menjadi nilai (Value) sebagai sistem norma agar 
penyelenggara pemilu dapat dipercayai masyarakat. DKPP sebagai Instrumental control 
social dalam sistem berbangsa untuk memberi rasa nyaman dan puas bagi masyarakat dalam 
penyelenggaraan pemilu atau disebut juga sebagai the believe capacity of any object to 
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statistfy human desire. Negara hendak menjadikan lembaga ini sebagai instrumen demokrasi 
yang mencitrakan dirinya dengan nilai kebaikan bersama tanpa keberpihakan. 

Keberadaan DKPP diharapkan sedapat mungkin mencegah praktik Penyelenggaraan 
Pemilu yang menyimpang dari nilai-nilai demokrasi. Pemilu yang Luber dan Jurdil menjadi 
tanggung jawab kita semua terutama Penyelenggara Pemilu, dan oleh karena itu, DKPP 
dalam menjalankan fungsi konstitusinalnya tidak gentar mengingatkan bahkan 
memberhentikan anggota KPU dan Bawaslu yang apabila dalam proses Pemilihan Umum 
terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu. 
 
2. METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk 
mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam penelitian 
ini penulis menggunakan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus dilakukan 
dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang 
dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. 

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu 
mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada 
masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat 
penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya 
semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk 
mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu data yang diperoleh 
dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (literate research) yang 
berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun 
bahan hukum tersier yang terdiri dari: 
1. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah: Undang-Undang Undang Undang 

Nomor 7 Tahun  2017 tentang Pemilihan Umum sebagai penyederhanaan dari Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
Dan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang 
Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP Nomor 1 Tahun 
2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara 
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik 
Penyelenggara Pemilihan Umum 

2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer 
yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku, hasil penelitian, jurnal-jurnal dan rancangan 
undang-undang. 

3. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum serta melakukan penelusuran dari 
internet.  
Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui cara 

Studi Kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan dua cara yaitu: 
1. Offline; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara langsung di 

perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera 
Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian. 

2. Online; yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching 
melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam 
penelitian 
Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan 

data secara sistematis dan rasional untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan. 
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Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk 
dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari 
analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum 
biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian. 

 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Dalam Sistem 
Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia 

Amandemen UUD 1945 telah mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Salah satu 
tujuan utama amandemen UUD 1945 adalah menata keseimbangan (check and balances) 
hubungan antar lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. 
Saldi Isra menyebutkan bahwa konstitusi mempunyai tiga fungsi utama, yaitu:  
1. menentukan lembaga-lembaga apa saja yang ada dalam sebuah negara;  
2. menjelaskan bagaimana hubungan dan kewenangan dan interaksi antar lembaga negara;  
3. menjelaskan hubungan antara negara dengan warganya.  

Selain bertujuan menata keseimbangan antar lembaga negara, konstitusi juga 
mengamanatkan untuk membentuk lembaga negara yang bersifat penunjang atau biasa 
disebut dengan the auxiliary state organ atau auziliary instititions.. Dari sekian banyak 
lembaga-lebaga negara, terdapat lembaga yang disebut dengan self regulatory agencies, 
independent supervisory bodies, atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran 
(mix function) antara fungsi-fungsi regulatif, administratif, dan fungsi penghukuman yang 
biasanya dipisahkan, tetapi justru dilakukan secara bersamaan oleh lembaga-lembaga baru 
tersebut.  

Menurut Jimly Asshidiqie, pembentukan lembaga-lembaga negara adalah sebagai 
bagian dari eksperimentasi kelembagaan (institutional experimentation) yang dapat berupa 
dewan (council), komisi (commission), komite (committe), badan (board), atau otorita 
(authority).  Khusus tentang keberadaaan lembaga penyelenggara pemilu, diatur dalam Pasal 
22E ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan oleh 
suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.” Original Intens Pasal 
22E ayat (5) UUD 1945 menurut Jimly Asshidiqie tidak secara tegas menyebutkan 
kewenangan pokok komisi pemilihan umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Merujuk 
pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2007 terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya 
telah menempatkan KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai lembaga yang mandiri, sebagaimana 
telah diuraikan dalam putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010 tertanggal 18 Maret 2010.  

“Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang luber dan jurdil, Pasal 
22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa, “Pemilihan umum diselenggarakanoleh suatu 
komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Kalimat “suatu komisi 
pemilihan umum”dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi 
menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan 
mandiri. Menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya 
dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga 
pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) 
sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, 
dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan 
adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya 
pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil. Penyelenggaraan pemilihan 
umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip luber 
dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas 
Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 
109 UU No. 22 Tahun 2007, harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang 
bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi 
penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan 
Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum 



Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] 

Vol 1 Nomor 3 November 2021, hal 1-9 

ISSN: 2808-6708 

 

5 

  

Jurnal Homepage: http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum 

(Bawaslu). Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun 
harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan 
pemilihan umum. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi 
nyata dan jelas.” 
Pelaksanaan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Terhadap 
Pelanggaran Etika Penyelenggaraan Pemilu 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan 
DPRD sebagai dasar hukum pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD 
dan DPRD di Indonesia salah satu muatannya adalah penyelesaian pelanggaran kode etik 
pemilu. Di dalam undang-undang tersebut pada Bab XXI Paragraf 2 pasal 252 menyebutkan 
bahwa:  
1. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 

diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.  
2. Tata cara penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang 
Penyelenggara Pemilu.  
Berdasarkan pasal diatas terkait penyelesaian pelanggaran kode etik pemilu, diterangkan 

bahwa pelanggaran kode etik pemilu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara 
Pemilu. Hal ini di pertegas juga pada Pasal 109 Ayat (2) Undang Undang No. 15 Tahun 2011 
Tentang Penyelenggara Pemilu yaitu “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan 
pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 
anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota 
PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu 
Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota 
Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.  

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum juga mengatur tentang mekanisme pemberhentian 
penyelenggara pemilihan umum, sebagai berikut:  
Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU 
Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:  
1. meninggal dunia;  
2. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;  
3. berhalangan tetap lainnya; atau  
4. diberhentikan dengan tidak hormat.  

Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak 
hormat apabila:  
1. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota;  
2. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;  
3. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan 

yang sah;  
4. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 
(lima) tahun atau lebih;  

5. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu;  

6. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali 
berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau  

7. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU 
Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  

Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Nomor 317-
PKE-DKPP/X/2019 
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Amandemen UUD 1945 merupakan reformasi konstitusi yang telah mengubah struktur 
ketatanegaraan Indonesia, salah satu tujuan utama amandemen UUD 1945 adalah untuk 
menata keseimbangan (cheeks and balances) antar lembaga negara. Dalam menata setiap 
lembaga negara, menurut Saldi Isra, konstitusi memiliki tiga fungsi pokok, yaitu: 
1. Menentukan lembaga lembaga apa saja yang ada dalam sebuah negara; 
2. Menjelaskan bagaimana hubungan, kewenangan, dan interaksi antar lembaga negara 
3. Menjelaskan hubungan antara negara dengan warganya.  

Selain bertujuan menata keseimbangan (cheeks and balances) antar lembaga negara, 
konstitusi juga mengamanatkan untuk membentuk lembaga negara yang bersifat penunjang, 
yang dalam teori politik atau hukum tata negara disebut the auxiliary state organ. Teori ini 
mengemukakan bahwa dalam perkembangan negara modern, sistem trias politica atau 
pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif versi Montesquieu sudah tidak relevan 
lagi untuk diterapkan, karena lembaga negara utama (main state organ) yang terdiri dari 
eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak mungkin bisa menjalankan tugas-tugas kenegaraan 
sendirian, sehingga diperlukan lembaga-lembaga negara yang berifat penunjang.  

Menurut Jimly Assiddiqie , pembentukan lembaga-lembaga negara adalah sebagai 
bagian dari ekperimentasi kelembagaan (institutional exsperimentation) yang bisa berupa 
dewan (council), komisi (commission), komite (committe), badan (board), atau otoritas 
(authority). 

Khusus tentang keberadaan lembaga penyelenggara pemilu, diatur dalam Pasal 22E 
ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi 
pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Original intens Pasal 22E ayat 
(5) UUD 1945 tersebut, menurut Jimly Ashiddiqie , ketentuan pasal tersebut tidak secara tegas 
menyebutkan kelembagaan penyelenggara pemilu. Ketentuan tersebut hanya menyebutkan 
kewenangan pokok komisi pemilihan umum, sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Nama 
kelembagaan dalam klausula tersebut tidak secara tegas disebutkan. 

Klausula komisi pemilihan umum tidak disebutkan dengan huruf besar, sebagaimana 
MPR, DPR, DPD, Presiden. Penamaan kelembagaan penyelenggara pemilu justru di 
mandatkan untuk diatur dengan undang-undang sebagaimana disebutkan Pasal 22E ayat (6) 
UUD 1945. Artinya, undang-undang dapat saja memberi nama lain kepada penyelenggara 
pemilu, bukan komisi pemilihan umum. 

Apapun nama lembaga tersebut, tapi memiliki tugas pokok penyelenggaraan pemilu 
maka dapat disebut sebagai komisi pemilihan umum. Amandemen UUD 1945 , telah merubah 
sistem ketatanegaraan Indonesia secara mendasar. Jimly Asshiddiqie, mengkategorikan 
perubahan atas UUD 1945 menjadi enam bagian, yaitu: (1) Pembaharuan struktur UUD; (2) 
Pembaharuan mengenai sendi-sendi bernegara; (3) Pembaharuan bentuk susunan negara; 
(4) Pembaharuan kelembagaan atau alat kelengkapan negara; (5) Pembaharuan yang terkait 
masalah penduduk dan kewarganegaraan; dan (6) Pembaharuan yang bersangkutan dengan 
identitas negara. Kategori yang memiliki relevansi paling kuat dengan penelitian ini adalah 
pembaharuan mengenai kelembagaan atau kelengkapan negara.  
 
4. KESIMPULAN 
1. Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dalam sistem 

penyelenggaraan pemilu di Indonesia menerima pengaduan yang diadukan oleh 
Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat dan/atau Pemilih. 
Dengan itu, DKPP berwenang memanggil pengadu/teradu, saksi, dan/atau pihak-pihak 
lain yang terkait untuk dimintai keterangan termasuk meminta dokumen, dan alat bukti lain 
yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Serta 
DKPP berwenang menetapkan putusan serta menyampaikan putusan kepada pihak-pihak 
yang terkait untuk dapat ditindaklanjuti terutama kepada KPU dan Bawaslu. Selanjutnya, 
KPU wajib melaksanakan putusan DKPP. Adapun Bawaslu difungsikan untuk mengawasi 
pelaksanaan putusan yang dimaksud 

2. Pelaksanaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu terhadap 
pelanggaran etika penyelenggaraan pemilu diatur dalam Pasal 2 UU No. 15 Tahun 2011 
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tentang Penyelenggara Pemilu, untuk selanjutnya tugas DKPP memastikan 
Penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan prinsip-
prinsip yang telah diatur dalam undang-undang yang ada dan menjatuhkan sanksi kepada 
Penyelenggara Pemilu yang melanggar Kode Etik tersebut. Dalam melaksanakan 
putusannya, DKPP dapat menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian 
sementara atau pemberhentian tetap. 

3. Kepastian hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Nomor 317-
PKE-DKPP/X/2019 telah memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. 
Adapun parameternya yaitu, Pertama putusan MK memberikan jaminan kepastian hukum 
bagi para pencari keadilan Pemilu; Kedua putusan MK memberikan jalan keluar (solusi) 
dari persoalan tumpang tindih kewenangan penyelenggara Pemilu; Ketiga putusan MK 
mengandung aspek stabilitas yaitu ketertiban penyelenggaraan Pemilu; dan Keempat 
putusan MK memberikan jaminan tidak adanya polemik penggunaan kewenangan 
penyelenggara Pemilu dikemudian hari (aspek kemanfaatan). 
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